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BUPATI SIAK,

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi

terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pemecrintah Kabupaten Siak Tahun 2017 yang
dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2018,
perlu  dilakukan penyeémpurnaan  terhadap dokumen
perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi
hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 27
Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan  Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);



3.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 80);



MENETAPKAN

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036), sabagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten SiakTahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2019
tentang  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah  Dacrah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016
Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak
Tahun 2016-2021 (Berita Dacrah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 27),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak
Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 67)
diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tan
Agar setiap oran
Bupati ini dengan

ggal diundangkan,
g mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Berita Daera

h Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura

da tapggal 9 Desember 2019
IAK,,{

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2019
m
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